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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,   

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,   

Om Swasti Astu,   

Namo Buddhaye,  

Salam Kebajikan.   

  

Yth.    

▪ Pimpinan Komisi II DPR-RI beserta Para Anggota Komisi II DPR- 

RI;   

▪ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

▪ Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;  

▪ Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia; serta  

▪ Para Hadirin yang berbahagia  

  

I. PENDAHULUAN 

Sepanjang tahun 2020 hingga memasuki 2021, dunia dan tidak terkecuali 

Indonesia dihadapkan pada bencana pandemik Corona Virus 2019 (Covid 19). 

Penyebaran yang sangat cepat dan masiv dengan tingkat inveksi yang dapat 

mematikan dalam hitungan hari, menjadi ancaman serius yang sangat menakutkan 
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umat manusia. Berbagai cara dilakukan umat manusia untuk memotong mata rantai 

penyebaran Covid 19. Selain mematuhi protokol kesehatan dalam pola hidup sehari-

hari, juga ikhtiar para Ilmuan menemukan vaksin yang belakangan ini telah menemui 

titik terang dan harapan baru. Pandemik Covid 19 telah dialami dan dilalui bersama, 

yang memaksa harus berkreasi memecahkan satu persatu dilema yang timbul akibat 

Covid 19. Tidak jarang keputusan di antara pilihan-pilihan dilematis menimbulkan pro 

dan kontra di tengah masyarakat. Dialektika pro dan kontra merupakan perpaduan 

sinergis antara optimisme dan kehati-hatian dalam masa darurat dengan harapan agar 

terbentuk keputusan yang cepat dan tepat dalam mengatasi masalah tanpa 

menyisahkan masalah. 

Sebagai lembaga negara yang dibentuk dan diberi tugas dan wewenang untuk 

memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode 

etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU 

Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi,  dan anggota 

Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 jo Bab III 

Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 

DKPP sempat memutuskan menunda melaksanakan sidang melalui Surat Keputusan 

(SK) Nomor 07/SK/K.DKPP/SET-04/IV/2020. Mengamati perkembangan situasi 

penanganan Covid 19 dan intensitas pengaduan dan/atau laporan dari hari ke hari 

yang terus meningkat, DKPP memutuskan melaksanakan sidang dengan mengikuti 

standar Covid 19 yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Nomor 

016/SK/K.DKPP/SET.03/V/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sidang 

Pemeriksaan DKPP Secara Virtual tertanggal 6 Mei 2020. 

Alhasil fungsi, tugas dan wewenang DKPP menerima, memeriksa dan 

memutus laporan dan/atau pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara 

pemilu sepanjang dalam masa pandemik Covid 19 2020 baik terkait perkara pemilu 

maupun perkara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak 2020, 

tertangani dengan baik sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Kinerja 

DKPP 2020 pada 19 Desember 2020. Prediksi munculnya cluster baru dugaan 

pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu, seiring dengan 

kekhawatiran cluster baru Covid 19 dalam pelaksanaan pemilihan secara serentak 

tahun 2020 tidak terjadi. Hal tersebut tidak terlepas dari dialektika pro dan kontra 

pelaksanaan pemilihan dalam masa pandemik Covid 19 yang melahirkan sintesa 

antara optimisme dan kehati-hatian dalam pelaksanaan tahapan pemilihan sesuai 

dengan standar covid yang ketat. Berkat kecekatan dan keprofesionalan 
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penyelenggara pemilu khususnya KPU dan Bawaslu serta dukungan semua pihak, 

baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan menjadi kunci sukses 

pemilihan serentak tahun 2020, meskipun saat ini Komisi II DPR dan DKPP masih 

menghadapi gugatan Lokataru di Pengadilan Tata Usaha Negara yang dipandang 

sebagai pihak yang turut serta memberikan persetujuan dilanjutkannya pemilihan 

kepala daerah serentak dan wakil kepala daerah serentak tahun 2020. 

Memasuki tahun 2021, penanganan laporan dan/atau pengaduaan dugaan 

pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggata pemilu masih bagian 

dari tahapan pelaksanaan tahapan pemilihan serentak tahun 2020. Dalam 

penanganan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, 

DKPP masih menerapkan kebijakan Covid 19 sesuai dengan standar kehidupan 

normal baru. Berikut ini adalah data penerimaan pengaduan dan/atau laporan 

dugaan pelanggaran kode serta sidang pemeriksaan dan putusan DKPP sepanjang 

tahun 2020-2021. 

II. PENERIMAAN PENGADUAN DAN/ATAU LAPORAN 

A. Penerimaan Pengaduan 

Terhitung sejak 1 Januari 2019 sampai dengan 15 Januari 2021, DKPP 

telah menerima sebanyak 1046 pengaduan dan/ atau laporan sebagaimana 

ditampilkan pada tabel di bawah ini:  

Jumlah Pengaduan dan/atau Laporan DKPP Tahun 2019-2021 

No.  Tahun  Jumlah 

Pengaduan  

TMS dan/atau 

BMS 

Perkara MS untuk 

disidangkan  

1.  2019  517  186  331  

2.  2020  415 219 196  

3. 2021 114 101 13 

Total  1046 506 540 

Persentase (%)  100%  48,4%  51,6%  

Sumber: Data DKPP sampai 15 Januari 2021  

Berdasarkan data di atas, jumlah pengaduan dan/atau laporan yang 

diterima DKPP sebanyak 1046 Pengaduan.  Pengaduan dan/atau laporan yang 

sudah dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan materiil (perkara) Tahun 

2019 berjumlah 331 perkara. Sebanyak 319 perkara yang diterima  pengaduan  

pada  tahun  2019  dan  12  perkara  limpahan tahun  2018.  Sedangkan di 

Tahun 2020 pengaduan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat dan  
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diregistrasi  sebanyak 196  perkara. Sampai dengan cut off data pertanggal 4 

Desember 2020, sebanyak 184 perkara  yang diterima  pengaduan  pada  

tahun  2020  dan  12  perkara  limpahan  tahun 2019. Pengaduan dan/atau 

laporan yang masuk ke DKPP pasca cut off data Laporan Kinerja yang diterima 

tanggal 5 Desember 2020 dihitung dan dimasukkan dalam data penanganan 

pengaduan dan/atau laporan pada bulan Januari 2021. Dari total jumlah 114 

pengaduan dan.atau laporan, sebanyak 39 pengaduan yang masuk sejak 5-31 

Desember 2020 dan sebanyak 75 pengaduan yang masuk sejak 1-15 Januari 

2021.  

B. Metode Penerimaan Pengaduan 

Terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 

2021, dari 529 pengaduan dan/atau laporan yang masuk ke DKPP, sebanyak 

404 pengaduan atau (76,4%) dilakukan secara online dan melalui  pos tercatat 

(pengaduan tidak langsung) dan selebihnya sebanyak 125 atau 23,6% 

pengaduan dan/atau laporan dilakukan secara langsung. Pengaduan dan/atau 

laporan tidak langsung telah menjadi bagian dari ketentuan Peraturan DKPP 

Nomor Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara 

Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 

3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara  Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilu. 

Untuk itu penerimaan pengaduan dan/atau laporan secara tidak langsung baik 

secara on line maupun melalui pos tercatat tidak menjadi hambatan dalam 

masa pandemik covid 19. 

C. Pengaduan Berdsarkan Jenis Pemilihan 

Sejak tahun 2019 hingga memasuki tahun 2020 telah berlangsung dua 

momentum demokrasi pemilihan yakni: pertama, pemilu serentak Presiden dan 

Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD dan Anggota DPRD Provinsi, 

Kabupaten dan Kota tahun 2019; dan kedua pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah serentak tahun 2020. Dua momentum demokrasi pemilu yang 

pelaksanaannya dalam waktu berdekatan menyebabkan pengaduan dan/atau 

laporan yang masuk sepanjang tahun 2020 masih terdapat persoalan terkait 

pelaksanaan pemilu sebanyak 40 pengaduan dan tahapan pemilihan sebanyak 

164 pengaduan. Memasuki tahuan 2021 jumlah pengaduan terkait pemilu 0 

sedangkan terkait pemilihan sebanyak 114 pengaduan dan.atau laporan yang 

terdiri dari 39 pengaduan yang masuk sejak 5-31 Desember 2020 dan sebanyak 
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75 pengaduan yang masuk sejak 1-15 Januari 2021. Berikut tabel jumlah 

pengaduan dan/atau laporan berdasarkan jenis pemilu dan pemilu. Selebihnya 

pengaduan dan/atau laporan terkait non tahapan sepanjang tahun 2020 sebanyak 

145 dan sebanyak 4 pengaduan dalam tahun 2021. Berikut tabel rekapitulasi data 

pengaduan berdasarkan jenis pemilu dan pemilihan serta non tahapan: 

  Tabel Rekapitulasi Jumlah Pengaduan Berdasarkan  

Jenis Pemilu dan Pemilihan Dalam Tahun 2020-2021 

Tahun Pengaduan 

Masuk  

Pemilu 

2019 

Pilkada 

2020 

Non-

Tahapan 

Non 

Pengaduan/ 

Laporan 

2020 415 40 164 145  66 

2021 114 0 110 4 0 

Total 529 40 274 149 66 

  Sumber: Data DKPP sampai 15 Januari 2021 

D. Pengaduan Berdasarkan Tahapan Pelaksanaan 

Berdasarkan  data  pengaduan  yang  masuk  ke  DKPP  sejak Januari 2020 

s.d. 15 Januari di atas, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

serentak tahun 2020 lebih banyak dibanding pemilu 2019. Meskipun demikian 

pengelompakan data pengaduan berdasarkan tahapan proses dapat terpotret 

sebagai ruang-ruang dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman 

perilaku penyelenggara pemilu. Berikut tabel rekapitulasi data pengaduan 

berdasarkan proses tahapan pemilihan: 

Tabel Rekapitulasi Pengaduan Pilkada berdasarkan Proses Tahapan 

Tahapan Pilkada 2020  Jumlah  

Pelaksanaan Kampanye  61 

Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon   

Perseorangan  41 

Penetapan Pasangan Calon  38 

Pelaksanaan Pemungutan Suara 27 

Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/kota, Panitia 

Pengawas Kecamatan, PPL, dan Pengawas  

 

Tempat Pemungutan suara  24  

Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon  22  
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Tahapan Pilkada 2020  Jumlah  

Pembentukan PPK, PPS, DAN KPPS  19  

Pendaftaran Pasangan Calon  19  

Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Suara 

12 

Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih  7 

Masa Tenang 4 

Total  274 

Sumber: Data DKPP sampai 15 Januari 2021 

Memperhatikan tabel di atas, tampak pengaduan dan/atau laporan 

terbanyak terjadi dalam masa kampanye, disusul dengan pemenuhan syarat 

dukungan serta posisi berikutnya terkait penetapan pasangan calon kepala 

daerah dan wakil kepala daerah. Posisi keempat terkait dengan proses 

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.  

III. Persidangan 

A. Registrasi Perkara dan Amar Putusan DKPP 

Jumlah penanganan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu 

sepanjang tahun 2012 hingga 15 Januari 2021 berjalan adalah 1.768 perkara. 

Sebanyak 7.018 penyelenggara pemilu telah diperiksa dan diputus oleh DKPP. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.117 atau 44,4% penyelenggara pemilu terbukti 

melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Sedangkan 3.634 atau 51,8% 

penyelenggara pemilu tidak terbukti melanggar kode etik atau direhabilitasi nama 

baiknya. Selain itu, DKPP juga mengeluarkan Ketetapan untuk 267 atau 3,8% 

penyelenggara pemilu.  

Sepanjang tahun 2020, terdapat sebanyak 196 perkara yang diregistrasi dan 

diputus sebanyak 125 perkara dengan varian amar putusan yang terdiri dari 272 

rehabilitasi, 208 peringatan tertulis, 3 pemberhentian sementara, 28 berhenti 

tetap, 10 berhenti dari jabatan ketua dan 0 ketetapan. Sejak cut off data Lapkin 

tahun 2020 pada 4 Desember 2020, dari 196 perkara yang terigistrasi dalam 

tahun 2020, terdapat 71 perkara yang belum diputus dan dibacakan dalam tahun 

2020. Dari 71 sisa perkara tahun 2020, sebanyak 17 perkara yang telah diputus 

dan dibacakan pada 13 Januari 2021 sebagaiman terlihat pada tabel berikut. 

Selebihnya telah diputus dan akan segera dibacakan pada sidang pembacaan 

putusan. Dari 17 perkara yang diputus pada Januari 2021, sebanyak 51 

rehabilitasi, 16 teguran tertulis, berhenti sementara 0, berhenti tetap 4, berhenti 
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dari jabatan ketua 4 dan ketetapan 0. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel data 

sebagai berikut: 

Tabel Rekapitulasi Registrasi Perkara dan Amar Putusan DKPP 

No 
Perkara 

Tahun 

Perkara 

Teregistrasi 

 Perkara 

Diputus 

Amar Putusan     

Jumlah 

Teradu 

Diputus 
Rehabilitasi 

Teguran 

Tertulis 

(Peringatan) 

Berhenti 

Sementara 

Berhenti 

Tetap 

Berhenti 

dari 

Jabatan 

Ketua 

Ketetapan 

1 2012 30 30 20 18 0 31 0 3 72 

2 2013 141 141 399 133 14 91 0 28 665 

3 2014 333 333 627 336 5 188 3 122 1281 

4 2015 115 115 282 122 4 42 2 13 465 

5 2016 163 163 376 173 3 46 2 10 610 

6 2017 140 140 276 135 19 50 8 5 493 

7 2018 319 319 522 632 16 101 21 40 1332 

8 2019 331 331 808 552 4 77 17 46 1504 

9 2020 196 125 272 208 3 28 10 0 521 

11 2021  17 51 16 0 4 4 0 75 

Jumlah 1768 1714 3634 2325 68 658 67 267 7018 

Keterangan PERKARA PERKARA ORANG ORANG ORANG ORANG ORANG ORANG ORANG 

Sumber: Data DKPP sampai 15 Januari 2021 

B. Jenis Sidang Pemeriksaan 

Sepanjang tahun 2020 pelaksanaan sidang pemeriksaan di DKPP yang 

dilaksanakan sejumlah 180 sidang, terdiri dari 130 sidang tatap muka/langsung, 7 

sidang dilaksanakan melalui video conference, dan 40 sidang diselenggarakan 

secara virtual. Kebijakan diselenggarakannya sidang virtual ditempuh oleh DKPP 

sebagai bentuk pelayanan DKPP kepada para pencari keadilan ditengah 

mewabahnya Covid-19 dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selanjutnya, 

di tahun 2021, DKPP telah melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan 

pelanggaran kode etik sebanyak 6 kali, terdiri dari 2 sidang yang dilaksanakan 

secara tatap muka/langsung dan 4 sidang dilaksanakan melalui virtual. 

Rekapitulasi jenis sidang DKPP sepanjang tahun 2020-2021 dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel Rekapitulasi Jenis Sidang DKPP 

No Bulan 

Metode Sidang 

Jumlah Tatap Muka/ 

Langsung 

Video 

Conference 
Virtual 

1 Januari 8 - - 8 

2 Februari 16 - - 16 

3 Maret 12 2 - 14 
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No Bulan 

Metode Sidang 

Jumlah Tatap Muka/ 

Langsung 

Video 

Conference 
Virtual 

4 April - - - 0 

5 Mei 1 - 11 12 

6 Juni 1 - 20 21 

7 Juli 3 - 8 11 

8 Agustus 14 - 1 15 

9 September 9 1 - 10 

10 Oktober 17 3 - 20 

11 November 29 1 - 30 

12 Desember 23 - - 23 

13 Januari 2021 2 - 4 6 

Total 135 7 44 186 

Sumber: Data DKPP 15 Januari 2021 

C. Sidang Pemeriksaan Berdasarkan Pemilu, Pilkada dan dan Non Tahapan 

Data perkara yang disidangkan dalam tahun 2020 sampai dengan 15 Januari 

2021, sebanyak 80 atau 40% perkara terkait pemilu, sebanyak 60 arau 30% 

perkara terkait pilkada dan sebanyak 60 arau 30% perkara terkait non tahapan. 

Dari jumlah perkara, sebanyak 885 Teradu yang terdiri dari 404 orang berkaitan 

dengan penyelenggaraan Pemilu, 357 orang terkait penyelenggaraan Pemilihan, 

dan 124 orang terkait non tahapan Pemilu maupun Pemilukada. Rekapitulasi 

Jenis sidang DKPP berdasarkan pemilu, pilkada dan non tahapan sepanjang 

tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel Rekapitulasi Jenis sidang DKPP berdasarkan  

Pemilu, Pilkada dan non tahapan sepanjang tahun 2020-2021 

No. 
Jenis 

Pemilu 

Perkara 

Disidang 

Persentase 

Perkara 

Jumlah 

Teradu 

Persentase 

Teradu 

1 Pemilu 80 40,0% 404 45,6% 

2 Pilkada 60 30,0% 357 40,3% 

3 
Non-

Tahapan 
60 30,0% 124 14,0% 

Total 200 100% 885 100% 

  Sumber: Data DKPP 15 Januari 2021 

D. Pelanggaran Dalam Tahapan Pemilihan 

Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon merupakan tahapan yang paling 

banyak ditangani oleh DKPP sepanjang pelaksanaan Pemilukada Serentak tahun 
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2020. Mencermati data tabel di bawah, sebanyak 120 orang penyelenggara 

pemilu yang diperiksa berkaitan dengan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon. 

Sedangkan untuk jumlah penyelenggara yang tersangkut problem etik pada 

tahapan Pembentukan Badan Ad Hoc baik di jajaran KPU maupun Bawaslu 

sebanyak 106 orang, menempati urutan kedua. Sedangkan tahapan Penelitian 

Persyaratan Calon berada diurutan ketiga dengan jumlah 44 orang 

penyelenggara. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut: 

Tabel Rekapitulasi Pelanggaran Dalam Tahapan   

Pemilihan sepanjang tahun 2020-2021 

Pemilukada 
Jumlah 
Teradu 

Pendaftaran Pasangan Calon 120 

Pembentukan Badan Ad Hoc KPU 57 

Pembentukan Badan Ad Hoc Bawaslu 49 

Penelitian Persyaratan Calon 44 

Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan 19 

Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon 12 

Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan 
tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan 

10 

Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon 
Perseorangan 

8 

Penetapan Pasangan Calon 6 

Verifikasi dukungan pencalonan 5 

Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan 5 

Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih 5 

Penanganan Laporan oleh Bawaslu 3 

Pengawasan Tahapan Pemilihan 3 

Perencanaan Program dan Anggaran 2 

Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih 2 

Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas 
Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS 

1 

Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih 1 

Total 349 

  Sumber: Data DKPP 15 Januari 2021 
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E. Kategori Modus Pelanggaran 

Kategori pelanggaran kode etik paling banyak dilanggar di Tahun 2020 adalah 

kelalaian pada tahapan proses pemilihan dengan jumlah 240 Teradu. Perlakuan 

tidak adil dengan jumlah 115 Teradu dan manipulasi suara sebanyak 40 Teradu 

serta tidak adanya upaya Hukum yang efektif sebanyak 38 teradu. Selengkapnya 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

Tabel Rekapitulasi Terkait Kategori Modus  

Pelanggaran  Pemilihan sepanjang tahun 2020-2021 

Kategori Pelanggaran 
Jumlah 

Teradu 

Kelalaian pada Proses Pemilukada 240 

Perlakuan Tidak Adil 115 

Manipulasi Suara 40 

Tidak Adanya Upaya Hukum yang efektif 38 

Lain-lain 36 

Penyalahgunaan Kekuasaan/Konflik Kepentingan 29 

Pelanggaran Hukum 23 

Pelanggaran Netralitas dan Keberpihakan 18 

Kecurangan saat Pemungutan Suara 14 

Suap 6 

Intimidasi & Kekerasan 3 

Konflik Internal Institusi 2 

Total 564 

Sumber: Data DKPP 15 Januari 2021 

F. Kategori Pelanggaran Prinsip 

Prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu paling banyak dilanggar di Tahun 

2020 adalah prinsip Profesional dengan jumlah 297 Teradu. Kedudukan prinsip 

profesional sebagai prinsip penyelenggara pemilu yang paling banyak dilanggar 

oleh karena prinsip profesional memiliki makna yang cukup umum yang 

melingkupi dan bersinggungan dengan prinsip-prinsip lainnya. Sekalipun etika dan 

hukum memiliki dimensi yang tidak sama, namun pelanggaran dalam 

penyelenggaraan tugas dan wewenang senantiasa beririsan dengan pelanggaran 

hukum. Sangat beralasan jika prinsip berkepastian hukum berada pada posisi 
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kedua sebagai prinsip yang paling banyak dilanggar oleh penyelenggara pemilu 

dengan jumlah sebanyak 97 Teradu. Prinsip mandiri berada dalam posisi 

terbanyak ketiga yang banyak terlanggar dengan jumlah yang mencapai 63 

Teradu. Selengkapnya prinsip paling banyak dilanggar dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel Rekapitulasi Pelanggaran Prinsip  

Penyelenggara Pemilu Sepanjang tahun 2020-2021 

Kategori Prinsip yang 

dilanggar 

Jumlah 

Teradu 

Profesional 297 

Berkepastian Hukum 97 

Mandiri 63 

Adil 21 

Akuntabel 17 

Jujur 16 

Efektif 16 

Tertib 15 

Proporsional 8 

Total 550 

Sumber: Data DKPP 15 Januari 2021 

G. Amar Putusan DKPP Berdasarkan Wilayah Provinsi 

Sepanjang Tahun 2020 hingga pertengahan Januari 2021, dari 142 perkara 

yang telah diputus DKPP tercatat 159 Teradu dalam putusan DKPP berasal dari 

Provinsi Papua, disusul Provinsi Sumatera Utara sebanyak 106 Teradu dan KPU 

RI sebanyak 65 Teradu. Jumlah Teradu masing-masing wilayah provinsi yang 

terdistribusi dalam jenis sanksi dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel Rekapitulasi Amar Putusan DKPP Berdasarkan  

Wilayah Provinsi Sepanjang tahun 2020-2021 

NO Provinsi 
Jumlah 

(Orang) 

AMAR PUTUSAN 

TAP 

R TT PS PT PDJ 

1 Papua 159 47 74 1 32 2 0 

2 Sumatera Utara 106 57 37 0 3 3 3 

3 Pusat 68 39 26 0 2 1 0 

4 Jawa Barat 40 19 21 0 0 0 0 

5 Aceh 40 11 22 0 6 1 0 

6 Sumatera Barat 37 19 16 0 0 2 0 

7 Sulawesi Selatan 37 23 12 0 1 1 0 

8 Jawa Tengah 33 16 16 0 1 0 0 

9 Jawa Timur 29 22 6 0 1 0 0 

10 Papua Barat 29 16 12 0 1 0 0 

11 Maluku Utara 24 14 8 0 0 2 0 

12 
Nusa Tenggara 

Barat 
24 0 24 0 0 0 0 

13 Sulawesi Tengah 23 11 5 0 6 1 0 

14 Sumatera Selatan 21 21 0 0 0 0 0 

15 
Sulawesi 

Tenggara 
21 12 6 0 3 0 0 

16 Riau 18 8 10 0 0 0 0 

17 Kepulauan Riau 17 12 5 0 0 0 0 

18 Gorontalo 17 12 4 0 0 1 0 

19 
Kalimantan 

Selatan 
16 14 1 0 1 0 0 

20 Kalimantan Timur 15 10 5 0 0 0 0 

21 Sulawesi Utara 15 4 8 0 1 1 0 

22 Kalimantan Barat 14 0 14 0 0 0 0 

23 
Nusa Tenggara 

Timur 
10 8 1 0 1 0 0 

24 Banten 10 10 0 0 0 0 0 
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NO Provinsi 
Jumlah 

(Orang) 

AMAR PUTUSAN 

TAP 

R TT PS PT PDJ 

25 Bengkulu 8 5 3 0 0 0 0 

26 Maluku 8 3 4 0 1 0 0 

27 Dl Yogyakarta 7 0 6 0 0 1 0 

28 DKI Jakarta 5 0 5 0 0 0 0 

29 Sulawesi Barat 5 0 5 0 0 0 0 

30 
Kepulauan 

Bangka Belitung 
4 0 4 0 0 0 0 

31 Kalimantan Utara 3 0 3 0 0 0 0 

32 Jambi 2 0 1 0 1 0 0 

33 Lampung 1 0 0 0 1 0 0 

34 Bali 1 0 0 0 0 1 0 

35 
Kalimantan 

Tengah 
0 0 0 0 0 0 0 

Total (Orang) 885 438 357 4 66 17 3 

Sumber: Data DKPP 15 Januari 2021  

 IV. PENUTUP 

Demikianlah  beberapa  hal  yang  dapat  kami  sampaikan  pada  Rapat 

Dengar pendapat hari ini. Kiranya uraian tersebut dapat menjadi bahan informasi 

dan diskusi bersama bagi kita semua.   

Sekian dan Terima kasih,   

Billahittaufik wal hidayah   

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh   

Salam Sejahtera, Om Swastyastu, Namo Buddhaye.  

 

Jakarta, 18 Januari 2021  

Ketua DKPP,  

  

 

            Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si  


